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ABSTRAK

Human Capital Development Strategy dalam Pengembangan Kompetensi
Teknis Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur di Badan Kepegawaian
Negara
Muhammad Adnan Mubarak, Firman Hadi Rivai
adnan08052@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kompetensi teknis Jabatan
Fungsional Analis SDM Aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dan
merumuskan strategi Human Capital Development yang tepat guna mengatasi
kesenjangan kompetensi. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini
adalah pertumbuhan kuantitatif pegawai yang cepat namun belum diikuti oleh
pemerataan kualitas kompetensi teknis, tingginya angka ketidaklulusan dalam uji
kompetensi, serta pelaksanaan pengembangan kompetensi yang masih bersifat
generik dan belum berbasis analisis kebutuhan individu. Metode penelitian yang
digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara semi-terstruktur terhadap 11 informan kunci dan studi dokumentasi.
Pengolahan dan analisis data menggunakan Matriks SWOT dan TOWS yang
dipetakan melalui lima komponen human capital Andrew Mayo. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kompetensi teknis saat ini belum berkembang secara merata
akibat kesenjangan pemahaman peran dari fungsi administratif menuju fungsi
analitis strategis, serta ketimpangan akses pembelajaran. Faktor kepemimpinan
diidentifikasi sebagai komponen paling strategis dalam menentukan keberhasilan
pengembangan kompetensi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini
merekomendasikan sembilan strategi inti, di antaranya: penguatan pimpinan
sebagai learning leader, penyusunan competency dashboard, pembuatan individual
learning roadmap, institusionalisasi budaya belajar berbasis knowledge
management, serta evaluasi berbasis dampak kinerja nyata.

Kata kunci: human capital development; kompetensi teknis; analis SDM aparatur;
strategi pengembangan.
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ABSTRACT

Human Capital Development Strategy for the Technical Competency
Development of Functional Position of Civil Service Human Resource Analysts
at the National Civil Service Agency (NCSA)
Muhammad Adnan Mubarak, Firman Hadi Rivai
adnan08052@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

This study aims to analyze the condition of technical competencies of the Civil
Service Human Resource Analysts Functional Position at the National Civil Service
Agency (NCSA) and formulate an appropriate Human Capital Development
strategy to overcome competency gaps. The main problems underlying this
research are the rapid quantitative growth of employees that has not been followed
by equal quality in technical competencies, the high failure rate in competency
tests, and the implementation of competency development that is still generic and
not based on individual needs analysis. The research method used is descriptive
qualitative. Data collection was conducted through semi-structured interviews with
11 key informants and documentation studies. Data processing and analysis utilized
the SWOT and TOWS Matrix mapped through the five human capital components
of Andrew Mayo. The results show that technical competencies have not developed
evenly due to gaps in role understanding from administrative functions to strategic
analytical functions, as well as unequal access to learning. Leadership is identified
as the most strategic component in determining the success of competency
development. Based on these findings, this study recommends nine core strategies,
including: strengthening leaders as learning leaders, developing a competency
dashboard, creating individual learning roadmaps, institutionalizing a learning
culture based on knowledge management, and conducting evaluations based on
real performance impacts.

Keywords: human capital development; technical competence; civil service
human resource analysts; development strategy.
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BAB |
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Pada era birokrasi modern, penguatan kompetensi sumber daya
manusia aparatur menjadi aspek penting dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan efektif, profesional, dan mampu bersaing. Badan Kepegawaian
Negara (BKN) adalah lembaga yang berperan strategis dalam pengelolaan
manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dituntut untuk terus menjalankan
fungsi pembinaan, pengawasan, serta pengembangan kompetensi bagi
pejabat fungsional, khususnya Analis SDM Aparatur (Mvv dan
Sivakalyankumar, 2022). Jabatan fungsional ini memiliki kontribusi penting
dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan
SDM aparatur, sehingga keberhasilan perannya sangat ditentukan oleh
tingkat kompetensi teknis yang dimiliki.

Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta adaptif
terhadap dinamika dan tantangan global, pengembangan kompetensi
Aparatur Sipil Negara menjadi aspek strategis yang tidak terpisahkan dari
agenda reformasi birokrasi. Komitmen Pemerintah Indonesia pada periode
kepemimpinan Presiden 2024—2029 tercermin melalui Asta Cita, khususnya
pada poin keempat dan ketujuh yang memiliki keterkaitan erat dengan
penguatan birokrasi pemerintahan. Poin keempat dalam Asta Cita menyoroti
urgensi peningkatan kapabilitas sumber daya manusia yang direalisasikan
melalui kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, dan sektor
optimalisasi kontribusi kelompok perempuan, generasi muda, dan
penyandang disabilitas. Di sisi lain, Asta Cita poin ketujuh menitikberatkan
pada pemantapan reformasi di ranah birokrasi, hukum, dan politik, yang
diiringi dengan upaya masif dalam mencegah hingga memberantas praktik
korupsi serta peredaran narkotika. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan
Kepegawaian Negara memiliki peran yang relevan, terutama dalam
mendorong peningkatan kualitas SDM aparatur serta membangun birokrasi

yang adaptif, profesional, dan berdaya saing. Oleh karena itu, keberadaan



ASN vyang memiliki kompetensi tinggi, relevan, serta sesuai dengan
kebutuhan organisasi menjadi prasyarat penting dalam mendukung
terwujudnya agenda pembangunan nasional tersebut.

Badan Kepegawaian Negara sebagai pilar utama tata kelola
kepegawaian memegang kendali strategis untuk merealisasikan Asta Cita
pemerintah. Fungsi ini diwujudkan lewat pembentukan kebijakan teknis,
penyelenggaraan layanan kepemerintahan, pengawasan Sistem Merit,
hingga pengendalian manajemen ASN. Secara lebih spesifik, kewenangan
pembinaan jabatan fungsional terkait kepegawaian dijalankan oleh Direktorat
Jabatan Fungsional Manajemen ASN, yang saat ini menaungi empat kategori
jabatan fungsional. Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur merupakan
salah satu profesi yang dibina langsung oleh direktorat tersebut. Lingkup
tugas dan kewenangan jabatan ini sangat komprehensif, mencakup siklus
pengelolaan sistem SDM seperti kegiatan perumusan, evaluasi, analisis,
hingga pemberian asistensi dan rekomendasi kebijakan. Seluruh eksekusinya
diwajibkan untuk senantiasa selaras dengan kepentingan organisasi,
landasan hukum yang berlaku, serta tren manajemen SDM profesional
mutakhir. Dengan demikian, peran Analis SDM Aparatur diproyeksikan
menjadi katalisator dalam mencapai target strategis negara demi mewujudkan
ekosistem manajemen SDM yang andal dan berkesinambungan.

Merespons urgensi tersebut dan untuk secara nyata mencapai tujuan
organisasi yang efektif dan efisien serta mendukung visi Asta Cita, maka
kebutuhan akan Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur yang tidak hanya
adaptif, tetapi juga kompeten sesuai dengan standar kompetensi yang
ditetapkan dalam kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan,
asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan SDM aparatur.

Kompetensi di sini meliputi kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan
sikap dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan secara optimal dalam
berbagai dinamika. Kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki individu
dan digunakan secara konsisten dalam melaksanakan pekerjaan untuk
mencapai kinerja yang diharapkan (Salmina et al., 2021). Kompetensi yang
memadai menjadi salah satu faktor penting yang mendukung kemampuan

ASN dalam melaksanakan tugas secara efektif dan memberikan kontribusi



terhadap pencapaian tujuan organisasi. Namun demikian, kontribusi pegawai
juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti motivasi, kepemimpinan, lingkungan
kerja, dan dukungan organisasi.

Paradigma pengelolaan pegawai sektor publik mengalami
perkembangan dari pendekatan Human Resource Management menuju
Human Capital Management. Dalam pendekatan HCM, pegawai tidak hanya
dipandang sebagai sumber daya administratif, tetapi sebagai aset strategis
yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kapasitas yang
perlu dikelola serta dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung
pencapaian tujuan organisasi (Armstrong dan Taylor, 2023; Klimkiewicz,
2023). Becker (1993) menjelaskan bahwa investasi dalam pendidikan dan
pelatihan merupakan salah satu bentuk akumulasi modal manusia yang dapat
meningkatkan produktivitas individu dan memberikan nilai bagi organisasi.
Selanjutnya, Spencer dan Spencer (1993) menjelaskan kompetensi sebagai
karakteristik mendasar yang melekat pada individu dan memiliki hubungan
dengan pencapaian kinerja efektif atau unggul dalam suatu pekerjaan.
Karakteristik tersebut mencakup motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan
keterampilan.

Pada praktik pengelolaan sumber daya manusia, model kompetensi
dapat digunakan untuk menyelaraskan proses seleksi, pengembangan
kompetensi, penilaian kinerja, dan pengembangan karier dengan kebutuhan
strategis organisasi (Campion et al., 2011). Sehingga, pengembangan
kompetensi aparatur tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga
merupakan bagian integral dari strategi organisasi dalam meningkatkan
kualitas human capital. Pendekatan Human Capital Management (HCM)
berfokus pada pembentukan sistem manajemen SDM yang andal dengan
memanfaatkan kompetensi sebagai poin utama. Pendekatan ini
mengintegrasikan semua fungsi organisasi, mulai dari perencanaan sumber
daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, hingga
manajemen kinerja, untuk membangun keunggulan kompetitif organisasi
(Salmina et al., 2021). Selain itu, Elya Rohimi et al. (2024) juga menemukan
bahwa strategi pengembangan kompetensi yang efektif meliputi hard skills

dan soft skills yang berpengaruh langsung pada peningkatan kinerja



organisasi, baik produktivitas maupun kualitas layanan. Dengan demikian,
merumuskan strategi pengembangan kompetensi ASN khususnya jabatan
fungsional Analis SDM Aparatur menjadi sangat penting untuk meningkatkan
kapabilitas birokrasi yang adaptif dan visioner.

Pendekatan human capital management menjadi landasan utama
dalam peningkatan serta penguatan pembinaan jabatan fungsional di bidang
manajemen ASN. Pendekatan ini dituangkan dalam Keputusan Kepala Pusat
02.2 Tahun 2024 tentang Roadmap Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang
Kepegawaian Tahun 2024-2029. Namun, seiring perkembangan organisasi,
unit yang semula bernama Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional kini telah
bertransformasi menjadi Direktorat Jabatan Fungsional Manajemen ASN.
Pada roadmap yang telah ditetapkan, Direktorat ini memiliki visi untuk
mewujudkan Pejabat Fungsional di Bidang Manajemen ASN yang Kompeten,
Kontributif, dan Kompatibel. Misinya antara lain meliputi implementasi model
pengembangan talenta dan karier jabatan fungsional kepegawaian yang
efektif, meningkatkan loyalitas serta keterlibatan pejabat fungsional dalam
mendukung layanan kepegawaian, mendorong profesionalisme pengelolaan
kepegawaian di instansi pemerintah, memperkuat kolaborasi dan sinergi
antara instansi pembina dan pengguna, meningkatkan kualitas penegakan
kode etik serta kode perilaku, serta memperkuat tata kelola pembinaan
jabatan fungsional yang efektif, efisien, dan akuntabel berbasis digital.

Lebih lanjut, amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional, khususnya Pasal 47 ayat (2), instansi pembina memiliki 19 tugas
yang kemudian dapat dikelompokkan ke dalam lima fungsi utama Direktorat
Jabatan Fungsional Manajemen ASN. Kelima fungsi tersebut adalah
perencanaan jabatan fungsional kepegawaian, pengembangan kompetensi,
pengembangan talenta dan karier, fasilitasi dalam pembinaan jabatan
fungsional, serta digitalisasi sistem pembinaan. Keseluruhan peran ini
menunjukkan bahwa Direktorat Jabatan Fungsional Manajemen ASN memiliki
tanggung jawab strategis dalam membangun sistem pembinaan jabatan

fungsional di bidang manajemen ASN, termasuk Analis SDM Aparatur, agar



mampu menjawab tuntutan reformasi birokrasi dan memperkuat kompetensi
aparatur sesuai kebutuhan organisasi dan dinamika lingkungan strategis.

Meskipun Direktorat Jabatan Fungsional Manajemen ASN memegang
kewenangan pembinaan terhadap empat kategori jabatan fungsional,
penelitian ini difokuskan pada Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur.
Pemilihan batasan ini dilandasi oleh pertimbangan demografis, urgensi
kualitas, dan ketersediaan data empiris. Berdasarkan Laporan Direktorat
Jabatan Fungsional Manajemen ASN (2025c) mengenai pembinaan jabatan
fungsional manajemen ASN tahun 2025, jika ditinjau aspek demografis,
populasi Analis SDM Aparatur menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang
paling masif dibandingkan jabatan lainnya, mencapai 17.956 pegawai secara
nasional pada tahun 2025. Besarnya pertumbuhan kuantitatif tersebut
ternyata tidak diiringi oleh kualitas kompetensinya, yang dibuktikan dengan
tren rendahnya tingkat kelulusan uji kompetensi dari jabatan fungsional
lainnya yang dibina. Ketidaklulusan ini menjadi sinyal yang menuntut prioritas
intervensi dan penanganan kompetensi yang segera dibandingkan jabatan
fungsional lainnya. Badan Kepegawaian Negara telah menetapkan Analis
SDM Aparatur sebagai sasaran pilot project pemetaan kompetensi teknis,
sehingga menyediakan basis data empiris yang valid mengenai competency
gap riil di lapangan. Melalui pembatasan fokus pada satu jabatan fungsional
yang paling strategis, penelitian diharapkan dapat merumuskan Human
Capital Development Strategy yang tepat dan dapat direplikasi ketiga jabatan
fungsional manajemen ASN lainnya.

Berdasarkan pertimbangan demografis tersebut, saat ini pejabat
fungsional Analis SDM Aparatur tersebar di seluruh Indonesia dengan
pertumbuhan pesat di setiap tahunnya. Dibawah ini merupakan jumlah

pejabat fungsional Analis SDM Aparatur secara nasional



Gambar 1. 1. Jumlah Analis SDM Aparatur selama kurun waktu 6
(enam) tahun terakhir Cut off Desember 2025
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Sumber: BKN, 2025 (diolah peneliti)

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (2025c), jumlah
pejabat fungsional Analis SDM Aparatur mengalami kenaikan yang signifikan
dalam waktu lima tahun terakhir. Grafik pertumbuhan jumlah Pemangku
Jabatan Analis SDM Aparatur periode 2020—2025 menunjukkan tren kenaikan
signifikan dari 2.350 orang pada tahun 2020 menjadi 17.956 orang pada
Desember 2025. Kenaikan ini tidak terlepas dari penerapan penyederhanaan
birokrasi yang mengalihkan jabatan struktural ke jabatan fungsional, serta
meningkatnya kebutuhan terhadap tenaga profesional di bidang pengelolaan
sumber daya manusia aparatur. Peningkatan yang pesat tersebut
memperlihatkan bahwa jabatan Analis SDM Aparatur menjadi salah satu
jabatan strategis yang mendukung transformasi manajemen ASN menuju
birokrasi yang adaptif dan berbasis kinerja. Namun demikian, pertumbuhan
kuantitatif tersebut juga memunculkan tantangan baru dalam hal pembinaan
karier dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.

Jika dilihat lebih rinci berdasarkan jenjang jabatan, data menunjukkan
bahwa jenjang Ahli Pertama mengalami pertumbuhan paling signifikan, dari
1.273 orang pada tahun 2020 menjadi 8.938 orang pada tahun 2025. Kondisi
ini menandakan bahwa sebagian besar pejabat Analis SDM Aparatur masih
berada pada level awal atau entry position, sehingga diperlukan strategi

pembinaan kompetensi yang sistematis agar mereka dapat berkarier pada



jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, jumlah Analis SDM Aparatur jenjang
Ahli Muda meningkat dari 771 orang pada tahun 2020 menjadi 7.759 orang
pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 6.999 orang pada tahun 2025.
Penurunan tersebut belum dapat langsung dimaknai sebagai perpindahan
pejabat dari jenjang Ahli Muda ke Ahli Madya karena perubahan jumlah juga
dapat dipengaruhi oleh pensiun, mutasi, perpindahan jabatan,
pemberhentian, atau pemutakhiran data. Namun demikian, data tahun 2025
menunjukkan adanya kesenjangan distribusi antarjenjang jabatan. Dari total
17.256 Analis SDM Aparatur, sebanyak 8.938 orang atau 51,80% berada pada
jenjang Ahli Pertama dan 6.999 orang atau 40,56% berada pada jenjang Ahli
Muda. Sementara itu, jumlah pejabat pada jenjang Ahli Madya hanya
sebanyak 1.309 orang atau 7,59%, sedangkan Ahli Utama hanya sebanyak
10 orang atau 0,06%. Dengan demikian, sekitar 92,36% Analis SDM Aparatur
masih terkonsentrasi pada jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah pejabat pada jenjang awal
belum diikuti oleh peningkatan yang proporsional pada jenjang lanjutan.
Kesenjangan ini mengindikasikan adanya potensi hambatan dalam
kesinambungan pengembangan karier, pemenuhan kompetensi untuk
kenaikan jenjang, dan ketersediaan pejabat pada tingkat senior yang
dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pembinaan, pengambilan keputusan,
serta penyelesaian pekerjaan yang memiliki kompleksitas lebih tinggi. Oleh
karena itu, diperlukan optimalisasi Human Capital Development yang
terstruktur guna mengurai hambatan (bottleneck) tersebut dan menjembatani
kesenjangan kompetensi agar proporsi pejabat pada jenjang strategis dapat
terpenuhi

Sebaran antar jenjang jabatan tersebut menggambarkan bahwa
sistem pembinaan karier jabatan fungsional Analis SDM Aparatur masih
menghadapi  tantangan  dalam pemenuhan kompetensi  yang
berkesinambungan dari jenjang ahli pertama hingga jenjang ahli utama.
Kondisi ini sekaligus menegaskan pentingnya penyusunan strategi
pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan, agar arah
pembinaan lebih terukur, terarah sesuai dengan kebutuhan organisasi

maupun individu pejabat fungsional. Dengan demikian, meskipun



pertumbuhan jumlah Analis SDM Aparatur menunjukkan capaian positif dari
sisi kuantitas, namun tanpa adanya penguatan kualitas melalui
pengembangan kompetensi yang terencana, peningkatan tersebut berpotensi
tidak memberikan dampak optimal terhadap efektivitas pengelolaan
manajemen ASN secara keseluruhan. Sehingga diperlukan strategi
pengembangan kompetensi.

Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan
administrasi ke dalam jabatan fungsional telah menimbulkan berbagai
tantangan, terutama terkait pemahaman pegawai tentang mekanisme dan
sistem kerja jabatan fungsional serta keterbatasan koordinasi organisasi
(Suartini, 2023). Selain itu Permatasari dan Ariani (2021) menemukan bahwa
penyesuaian karier setelah penyetaraan dapat memberikan dampak positif
dalam membentuk birokrasi yang lebih dinamis dan profesional, asalkan
didukung oleh manajemen karier dan pelatihan yang tepat. Sehingga,
pertumbuhan jumlah Analis SDM Aparatur hasil dari penyesuaian atau
penyetaraan jabatan ini perlu diiringi oleh strategi pengembangan kompetensi
yang sistematis dan sesuai kebutuhan. Hal ini untuk memastikan bahwa
pejabat fungsional tersebut tidak hanya mengisi jabatan, tetapi juga mampu
menjalankan peran secara efektif sesuai standar kompetensi, serta
mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
yang berkelanjutan.

Setelah kebijakan penyetaraan administrasi ke jabatan fungsional
Analis SDM Aparatur diterapkan, muncul kebutuhan untuk memastikan
kesesuaian kompetensi teknis pejabat yang menduduki jabatan fungsional
dengan standar kompetensi jabatan. Sehingga beberapa metode
pengembangan kompetensi yang sering diikuti oleh Pejabat fungsional Analis
SDM Aparatur adalah diklat fungsional dan diklat teknis jabatan fungsional,
namun materi yang diberikan pada diklat tersebut seragam untuk semua
jenjang tanpa adanya level penyesuaian kebutuhan kompetensi baik setiap
individu maupun kompetensi pada jenjang jabatan tersebut, sehingga hasil
dari proses pengembangan kompetensi tersebut tidak sesuai dengan

kebutuhan kompetensi masing-masing individu. Temuan ZamZamy dan



Isbandono (2024) menunjukkan bahwa analisis kebutuhan pelatihan teknis
yang belum optimal dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara materi
pelatihan dan kebutuhan kompetensi jabatan. Kondisi tersebut menjadi
relevan untuk dikaji dalam konteks BKN, khususnya untuk mengetahui apakah
program pengembangan kompetensi JF Analis SDM Aparatur telah disusun
berdasarkan profil kompetensi individu, standar kompetensi setiap jenjang
jabatan, dan hasil analisis kebutuhan pelatihan. Kesesuaian tersebut penting
untuk memastikan bahwa kegiatan pengembangan kompetensi benar-benar
diarahkan pada pengurangan kesenjangan antara kompetensi aktual pegawai
dan kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas jabatan.
Pada konteks pengembangan dan percepatan karier Analis SDM
Aparatur, BKN memberikan kesempatan lebih luas dengan menambah
frekuensi jadwal uji kompetensi JF Manajemen ASN semula 4 kali menjadi 12
kali dalam setahun (BKN, 2025). Kebijakan tersebut diharapkan memberikan
dampak positif bagi para pemangku Analis SDM Aparatur sebagai langkah
akselerasi pengembangan kariernya. Dibawah ini merupakan rekapitulasi
pelaksanaan hasil uji kompetensi perpindahan jabatan dan kenaikan jenjang

jabatan Analis SDM Aparatur.

Gambar 1. 2 Hasil Uji Kompetensi Periode 2022-2025
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SDM Aparatur pada tahun 2022 hingga Oktober 2025, memperlihatkan
dinamika yang menarik. Jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi, baik
untuk kenaikan jenjang maupun perpindahan jabatan, terus meningkat setiap
tahun. Namun demikian, tingkat kelulusan belum sepenuhnya proporsional
dengan peningkatan jumlah peserta.

Pada tahun 2022, tingkat kelulusan uji kenaikan jenjang mencapai
77,3% (321 lulus dari total 415 peserta), sedangkan untuk uji perpindahan
jabatan sebesar 63,0% (335 lulus dari total 532 peserta). Tahun 2023, tingkat
kelulusan meningkat menjadi 72,5% untuk kenaikan jenjang (556 lulus dari
767 peserta) dan 57,2% untuk perpindahan jabatan (675 lulus dari 1.180
peserta). Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana jumlah
peserta yang lulus kenaikan jenjang mencapai 50,8% (681 dari 1.341 peserta)
dan perpindahan jabatan 63,5% (1.260 dari 1.984 peserta). Adapun pada
tahun 2025, tingkat kelulusan kenaikan jenjang tercatat 63,0% (863 dari total
1.369 peserta), sedangkan perpindahan jabatan sebesar 61,0% (1.101 dari
1.806 peserta). Meskipun secara absolut jumlah peserta yang lulus terus
meningkat setiap tahun, rata-rata tingkat kelulusan secara keseluruhan
berkisar antara 60% hingga 70%, yang berarti masih terdapat sekitar 30—40%
peserta yang belum memenuhi standar kompetensi jabatan fungsional.
Kondisi ini menggambarkan bahwa peningkatan jumlah pejabat fungsional
tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan kualitas kompetensi yang merata.
Masih terdapat gap kompetensi yang dimiliki ASN dengan kompetensi syarat
jabatan, sebagaimana tercermin dari hasil uji kompetensi.

Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur ke dalam
jabatan pada dasarnya telah melalui mekanisme dan persyaratan tertentu,
baik secara administratif maupun kompetensi. Permen PANRB Nomor 37
Tahun 2020 mengatur mengenai Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur,
termasuk pengangkatan, kenaikan jenjang, dan kompetensi jabatan. Selain
itu, Permen PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi
Jabatan ASN menegaskan bahwa standar kompetensi jabatan mencakup
kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, serta persyaratan jabatan.

Dengan demikian, standar kompetensi menjadi acuan untuk melihat
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kesesuaian antara kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dan
kompetensi yang dimiliki pegawai.

Namun, terpenuhinya persyaratan pengangkatan atau kelulusan uiji
kompetensi belum berarti bahwa seluruh kompetensi teknis telah dikuasai
secara optimal. Setiap jenjang JF Analis SDM Aparatur memiliki tingkat
kebutuhan kompetensi yang berbeda. Ahli Pertama membutuhkan penguatan
pada kemampuan dasar dan pelaksanaan tugas teknis, Ahli Muda
membutuhkan kemampuan analisis dan penyusunan rekomendasi, Ahli
Madya membutuhkan kemampuan pengembangan dan evaluasi kebijakan,
sedangkan Ahli Utama membutuhkan kemampuan strategis dalam
pembinaan, inovasi, dan pengendalian mutu manajemen SDM aparatur.

Oleh karena itu, kesenjangan yang dimaksud dalam penelitian ini bukan
terletak pada tidak terpenuhinya syarat formal untuk menduduki jabatan,
melainkan pada kebutuhan penguatan kompetensi teknis secara
berkelanjutan setelah pegawai menduduki jabatan. Pegawai yang telah
memenuhi syarat pengangkatan tetap memerlukan pengembangan
kompetensi agar mampu memenuhi standar kompetensi jabatan secara lebih
optimal sesuai dengan tuntutan tugas, perubahan regulasi, perkembangan
teknologi, dan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, Human Capital
Development diperlukan sebagai strategi untuk memperkuat kompetensi
teknis JF Analis SDM Aparatur secara terstruktur, berbasis jenjang, dan sesuai
dengan standar kompetensi jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN digunakan sebagai ukuran statistik untuk
menilai kualitas ASN, termasuk melalui dimensi kompetensi. Kompetensi ini
merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang
diperkuat melalui rencana pengembangan kompetensi berkelanjutan, serta

tercermin dalam perilaku kerja yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi.
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Gambar 1. 3 Tren Jumlah Analis SDM Aparatur yang Nilai
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Mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi
Pegawai Negeri Sipil, peningkatan kapasitas pegawai sebenarnya dapat
difasilitasi melalui jalur pelatihan klasikal maupun nonklasikal meliputi
magang, kursus, lokakarya, seminar, hingga diklat fungsional dan teknis.
Berbagai instrumen tersebut merupakan indikator penentu dalam bobot
penilaian profesionalitas sebesar 40%. Berdasarkan data Badan
Kepegawaian Negara (2025c) mengenai indeks profesionalitas ASN
khususnya jabatan Analis SDM Aparatur, capaian nilai IP ASN yang masih
berada di bawah angka 40% membuktikan bahwa riwayat pemenuhan
kompetensi Analis SDM Aparatur belum sejalan dengan standar yang
diharapkan. Bukti empiris dari data ini mengonfirmasi bahwa pelaksanaan
pengembangan kompetensi di lapangan belum berjalan maksimal.

Human Capital Development merupakan proses pengembangan
kapasitas pegawai secara terencana dan berkelanjutan melalui peningkatan
pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan kemampuan melaksanakan
pekerjaan yang selaras dengan kebutuhan organisasi. Human capital
development yang berjalan baik tercermin dari kemampuan organisasi dalam
menciptakan nilai melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan

karyawan, sebagaimana diuraikan oleh berbagai penelitian yang menekankan
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pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan nilai produktif
(Kasmawati, 2017).

Berdasarkan Data Direktorat Jabatan Fungsional Manajemen ASN
(2025c¢) khususnya di Badan Kepegawaian Negara, data per 31 Desember
2025 menunjukkan bahwa dari total 747 pegawai, sebanyak 447 orang atau
59,84% telah mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis, sebanyak 285
orang atau 38,15% baru mengikuti Diklat Teknis, dan masih terdapat 15 orang
atau 2,01% yang belum mengikuti diklat. Sebaran terbesar berada pada
jenjang Ahli Pertama, yaitu sebanyak 389 orang atau 52,07% dari total
keseluruhan. Pada jenjang ini, 243 orang baru mengikuti Diklat Teknis dan 15
orang belum mengikuti diklat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
pengembangan kompetensi belum sepenuhnya merata, terutama pada
jenjang awal yang menjadi basis terbesar JF Analis SDM Aparatur. Meskipun
data tersebut belum menggambarkan kompetensi aktual pegawai secara
menyeluruh, data ini memberikan indikasi awal mengenai perlunya strategi
Human Capital Development yang lebih sistematis, berbasis data, dan
disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pada setiap jenjang jabatan.

Penguatan dari pandangan akademik lain yang relevan, misalnya dari
Ubeda et al., (2021), menyatakan bahwa human capital development
berdampak signifikan ketika pengembangan human capital tercapai jika
memenuhi beberapa indikator berikut:

a. Kualitas Pendidikan dan Keterampilan: Pendidikan formal,
pelatihan vokasi, dan pembelajaran sepanjang hayat yang
menghasilkan keterampilan kognitif, teknis, emosional, dan sosial
yang tinggi.

b. Kemampuan Beradaptasi dan Inovasi: Kemampuan untuk terus
memperbarui  kompetensi sesuai kebutuhan industri dan
perkembangan teknologi, serta mendorong inovasi.

c. Kesetaraan dan Inklusivitas: Kesempatan yang setara dalam
pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan tanpa diskriminasi gender
atau latar belakang

Sebagai instansi pembina kepegawaian nasional, kualitas sumber daya

manusia di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi tolok ukur
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utama. Berdasarkan data Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) dalam Laporan
Kinerja Sekretariat Utama BKN (2024), terlihat adanya tren positif peningkatan
kualitas pegawai dari tahun 2023 ke 2024. Pada dimensi Kualifikasi, terjadi
peningkatan skor dari 21,11 menjadi 22,09. Namun, jika disandingkan dengan
nilai maksimal dimensi kualifikasi sebesar 25,00, masih terdapat kesenjangan
(gap) sebesar 2,91 poin.

Kondisi serupa terlihat pada dimensi Kompetensi. Meskipun mengalami
kenaikan dari 30,61 (2023) menjadi 32,41 (2024), capaian ini masih terpaut
cukup jauh dari nilai maksimal 40,00, yaitu menyisakan gap sebesar 7,59 poin
atau 18,98%. Kesenjangan pada kedua dimensi ini mengindikasikan bahwa
upaya peningkatan pendidikan formal, intensitas program pendidikan dan
pelatihan (Diklat), pelatihan teknis, serta efektivitas Community of Practice
atau Komunitas Belajar (CMB) masih perlu dioptimalkan secara signifikan.

Gambar 1. 4 Data Indeks Profesionalitas ASN BKN 2023-2024
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Namun, terdapat ketidakkonsistenan ketika data IP ASN tersebut
dikomparasikan dengan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Manajemen
ASN. Data empiris menunjukkan adanya kontradiksi antara kenaikan skor IP
ASN dengan realitas kemampuan teknis pegawai di lapangan. Pada tahun
2023, tingkat ketidaklulusan tercatat sebesar 24% (29 pegawai). Angka ini
melonjak drastis pada tahun 2024, di mana tingkat ketidaklulusan mencapai
52,6% (142 pegawai).

14



Gambar 1. 5 Data Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis
SDM Aparatur di Badan Kepegawaian Negara
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Data dari Laporan Direktorat Jabatan Fungsional Manajemen ASN
(2025c) menunjukkan angka ketidaklulusan melebihi separuh jumlah peserta
uji kompetensi ini menjadi sinyal merah bagi manajemen SDM BKN.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kenaikan skor IP ASN secara administratif
belum sepenuhnya merepresentasikan kompetensi riil pegawai. Hal ini
mengindikasikan adanya inefisiensi atau ketidaktepatan dalam pengelolaan
Human Capital Development. Data IP ASN, hasil uji kompetensi, serta hasil
pemetaan kompetensi menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi yang
berjalan masih perlu diperkuat agar lebih mampu menjawab kesenjangan
kompetensi teknis JF Analis SDM Aparatur. Oleh karena itu, perlu dirumuskan
strategi pengembangan kompetensi yang lebih sistematis dan sesuai
kebutuhan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan kompetensi dengan
melihat gap antara kompetensi individu dengan standar kompetensi yang di
syaratkan pada jenjang jabatan tertentu kemudian menentukan metode dan
jenis pengembangan yang cocok untuk memenuhi gap kompetensi tersebut
sehingga pejabat fungsional Analis SDM Aparatur tidak hanya memenuhi
syarat administratif tetapi juga memiliki kapabilitas aktual sesuai standar
kompetensi jabatan, serta mendukung profesionalisme dan efektivitas kinerja

dalam birokrasi modern.
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Regulasi terkait penerapan pengembangan talenta, lintasan Karier,
hingga peningkatan kompetensi termasuk untuk jabatan fungsional bidang
manajemen kepegawaian telah diamanatkan secara tegas dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Lebih jauh,
melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, instansi pembina
diinstruksikan untuk merancang program strategis guna mengakselerasi
peningkatan keahlian dan menyediakan materi edukasi bagi pejabat
fungsional. Sebagai respons atas amanat tersebut, penyusunan Human
Capital Development Plan (HCDP) bagi PNS harus diinisiasi lewat
pembentukan tim perumus yang sah. Mekanisme perumusannya sendiri
mencakup serangkaian proses sistematis, yang dimulai dari pemetaan
kompetensi, perancangan rencana pengembangan individu, tinjauan
terhadap kapabilitas dan kapasitas pengembangan, analisis alur Kkarier,
perumusan grand design pengembangan, hingga penciptaan basis data yang
solid guna menunjang keberlanjutan pengelolaan kompetensi

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Direktorat Jabatan
Fungsional Manajemen ASN telah menyusun framework Human Capital
Development Plan (HCDP) bagi jabatan fungsional di bidang manajemen ASN
untuk diterapkan secara nasional. HCDP bagi pejabat fungsional di bidang
manajemen ASN memuat rencana pengembangan kompetensi yang perlu
dilaksanakan oleh setiap pejabat fungsional, baik melalui jalur pendidikan dan
pelatihan maupun kegiatan nonpendidikan dan pelatihan. Pelaksanaan
pengembangan tersebut dapat diselenggarakan oleh organisasi, instansi
pembina, atau lembaga pendidikan dan pelatihan lain yang ditetapkan oleh
BKN. Selain itu, HCDP menjadi dokumen yang wajib dimiliki oleh
kementerian/lembaga pemerintah pusat serta pemerintah daerah sebagai
acuan dalam pengembangan Jabatan Fungsional Manajemen ASN
(JFMASN). Dengan demikian, penugasan pegawai untuk mengikuti program
pendidikan atau pelatihan merupakan bagian dari implementasi rencana
pengembangan kompetensi pegawai pada masing-masing instansi, baik di

tingkat pusat maupun daerabh.
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Saat ini telah dilakukan piloting pemetaan kompetensi teknis pejabat
fungsional Analis SDM Aparatur di 8 instansi pemerintah untuk mengukur
profil kompetensi setiap individu. Badan Kepegawaian Negara juga menjadi
salah satu instansi pilot project, yang diikuti oleh 479 pejabat fungsional Analis
SDM Aparatur. Laporan Direktorat Jabatan Fungsional Manajemen ASN
(2025a) mengenai piloting pemetaan kompetensi, Kegiatan tersebut dilakukan
dengan metode Computer Assisted Test (CAT) dengan melihat kesenjangan
antara kompetensi teknis yang menjadi syarat jabatan dengan kompetensi
yang dimiliki pejabat fungsional Analis SDM Aparatur saat ini. Hasil pemetaan
yang dilakukan akan membagi 4 level gap kompetensi yaitu tinggi, sedang,
rendah, dan tidak ada kesenjangan. Gap tinggi pada jenis kompetensi
tertentu yang akan menjadi fokus dari pengembangan kompetensi dan akan
mendapatkan rekomendasi rencana pengembangan kompetensi individual
sebagai rekomendasi pengembangan kompetensi sesuai hasil assessment.
Sehingga menjadi tantangan instansi pembina untuk mendorong instansi
pengguna dalam memanfaatkan rekomendasi hasil pemetaan kompetensi
dalam perencanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan.
Berikut hasil dari pemetaan kompetensi teknis bagi jabatan Analis SDM
Aparatur di BKN.

Gambar 1. 6 Hasil Pemetaan Kompetensi Analis SDM Aparatur
di BKN, menampilkan 3 kompetensi dengan gap tinggi

Analis SDMA Ahli

Pertama SDMA

Analis SDMA Ahli
Muda fAnalisis|Kelembagani@yratal laksanal

Analis SDMA Ahli

Madya Pengembangan

0% 20% 40% 60% 80%

Sumber: BKN, 2025 (diolah peneliti)

17



Hasil Pemetaan dalam Laporan Direktorat Jabatan Fungsional
Manajemen ASN (2025a) mengenai hasil pemetaan kompetensi teknis di BKN
yang mengukur enam jenis kompetensi yang meliputi kompetensi
perencanaan/analisis/evaluasi kebutuhan; Pengadaan dan Pemberhentian
Aparatur Sipil Negara; Pengembangan Aparatur;
Pengelolaan/analisis/evaluasi Kinerja dan Budaya Kerja; Pemberian
Pengakuan dan Penghargaan; dan Analisis/evaluasi Kelembagaan dan Tata
Laksana Instansi pemerintah. Data tersebut menunjukkan adanya
kesenjangan yang signifikan dan bervariasi di setiap jenjang jabatan. Pada
Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, teridentifikasi gap tinggi dominan (50%)
pada kompetensi kebijakan manajemen SDMA, yang mengindikasikan
kurangnya pada pemahaman dasar. Kesenjangan ini bergeser pada Ahli
Muda, yang menunjukkan gap tinggi sebesar 74% pada kompetensi analisis
kelembagaan dan tata laksana. pada jenjang Ahli Madya, gap tinggi (62%)
justru ditemukan pada kompetensi strategis pengembangan aparatur.

Perbedaan fokus kesenjangan di tiap jenjang ini memberikan sinyal kuat
bahwa intervensi pengembangan tidak dapat disamaratakan. Hal ini
mengindikasikan bahwa program pelatihan yang ada saat ini kemungkinan
besar belum selaras (misaligned) dengan kebutuhan nyata, sehingga
diperlukan penetapan strategi dalam meningkatkan kompetensi yang tepat
sesuai kebutuhan. Studi kasus di BPOM, Panggabean dan Pertiwi (2024)
menemukan bahwa pengembangan kompetensi ASN cenderung menjadi
"formalitas” untuk memenuhi target 20 JP, tidak didasarkan pada Training
Needs Analysis (TNA) yang sistematis, dan kualitasnya diragukan ketika
dialihkan ke online untuk penghematan anggaran. Demikian pula, penelitian
Yusriana dan Ekawati (2025) di BKPSDM Yogyakarta juga mengidentifikasi
kendala berupa program pelatihan yang "tidak sepenuhnya sesuai dengan
kebutuhan yang diidentifikasi".

Berbagai studi menunjukkan bahwa penilaian kompetensi merupakan
komponen penting dalam manajemen talenta karena mampu mengungkap
kesenjangan kompetensi ASN. Pramesti dan Susiloadi (2023) menegaskan
bahwa pemetaan kompetensi diperlukan untuk memastikan pengembangan

pegawai lebih terarah. Hasil penelitian Priyana et al. (2024) juga menunjukkan
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bahwa penilaian kompetensi efektif dalam mengidentifikasi gap kemampuan
teknis maupun manajerial. Sementara itu, Rosliana dan Rustan (2017)
menemukan masih adanya ketidaksesuaian kompetensi pada pejabat
pengawas, terutama dalam aspek pengembangan diri dan kemampuan
teknis, sehingga memerlukan strategi pengembangan yang lebih sistematis.
Dengan kondisi tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk merumuskan
human capital development strategy untuk pengembangan kompetensi
sistematis dan terintegrasi. Hal ini penting agar pemangku jabatan fungsional
Analis SDM Aparatur tidak hanya sekedar pemetaan kompetensi saja, tetapi
juga memiliki perencanaan pengembangan kompetensi yang tepat sasaran
dan berdampak terhadap profesionalisme dan efektivitas birokrasi di tingkat
nasional.

Berdasarkan Laporan Direktorat Jabatan Fungsional Manajemen ASN
(2025b) mengenai evaluasi pelaksanaan uji kompetensi, terdapat beberapa
temuan penting yang menjadi perhatian. Pertama, terlihat adanya tren
penurunan tingkat kelulusan, baik dalam pelaksanaan uji kompetensi untuk
perpindahan jabatan maupun kenaikan jenjang jabatan fungsional. Data
menunjukkan bahwa meskipun persentase kelulusan uji kompetensi
mengalami fluktuasi, tingkat kelulusan yang dicapai masih berada di bawah
60%. Kedua, pengetahuan para pejabat fungsional Analis SDM Aparatur pada
kompetensi inti di Bidang Manajemen ASN masih relatif rendah, yang
berimplikasi pada Karir.

Selain itu, penyelenggaraan program pengembangan kompetensi
belum terintegrasi secara menyeluruh dalam suatu Learning Institute. Kondisi
ini menyebabkan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai, baik
untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang, belum tersusun secara
sistematis. Akibatnya, pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai
masih cenderung bergantung pada usulan masing-masing pegawai. Kondisi
penyederhanaan birokrasi juga memunculkan adanya kesenjangan
kompetensi antara pejabat fungsional di bidang manajemen ASN hasil
penyetaraan dengan mereka yang meniti jalur karier reguler. Ditambah lagi,
perubahan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 membawa

konsekuensi terhadap penyesuaian standar kompetensi yang harus dimiliki
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oleh pejabat fungsional di bidang manajemen ASN, sehingga strategi
perencanaan dan  penyelenggaraan pengembangan kompetensi
membutuhkan pendekatan yang lebih sistematis melalui Human Capital
Development Strategy.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa hasil uji kompetensi yang
dilakukan oleh BKN selama ini masih terbatas pada pemberian nilai akhir
sebagai ambang batas kelulusan, tanpa mampu menggambarkan secara
detail level kompetensi tiap individu. Hal ini menjadikan hasil uji kompetensi
belum dapat dijadikan dasar yang kuat dalam merancang strategi
pengembangan kompetensi secara tepat sasaran. Selain itu, meskipun telah
dilakukan pilot project pemetaan kompetensi terhadap 479 pejabat fungsional
Analis SDM Aparatur di lingkungan BKN, hasil pemetaan tersebut belum
sepenuhnya ditindaklanjuti melalui perumusan strategi pelaksanaan
pengembangan kompetensi yang komprehensif dan terintegrasi. Padahal,
hasil pemetaan kompetensi tersebut seharusnya menjadi pijakan penting
dalam merancang strategi pengembangan kompetensi teknis Analis SDM
Aparatur, sehingga selaras dengan kebutuhan organisasi, tuntutan reformasi
birokrasi, dan dinamika perubahan regulasi yang ada.

Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam manajemen ASN,
Badan Kepegawaian Negara memegang fungsi strategis sebagai instansi
pembina dan pelaksana manajemen aparatur sipil negara secara nasional.
Peran tersebut diarahkan untuk memastikan ketersediaan serta
pengembangan SDM Aparatur yang berkualitas. Kesenjangan ini
mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas Analis SDM Aparatur belum
dilaksanakan secara maksimal, padahal mereka adalah pilar dalam
perumusan kebijakan dan implementasi manajemen SDM Aparatur yang
berkualitas di seluruh instansi pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini
menjadi krusial untuk merumuskan “Human Capital Development Strategy
dalam mengembangkan kompetensi bagi jabatan fungsional Analis SDM
Aparatur pada Badan Kepegawaian Negara” yang akan menghasilkan strategi
pengembangan kompetensi yang relevan dan aplikatif, berbasis pada hasil

pemetaan kompetensi teknis yang telah dilakukan, guna mewujudkan Jabatan
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Fungsional Analis SDM Aparatur yang profesional, adaptif, dan berdaya saing
tinggi.
B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, beberapa
permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan jumlah pejabat fungsional Analis SDM Aparatur
secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namun kualitas
kompetensi teknis yang dimiliki masih belum merata dan belum
sepenuhnya memenuhi standar profesionalitas yang ditetapkan.

2. Terjadi kontradiksi antara tren kenaikan Indeks Profesionalitas (IP) ASN
BKN pada dimensi kualifikasi dan kompetensi terhadap data hasil
ketidaklulusan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Manajemen ASN
hingga mencapai 41% pada tahun 2023-2025.

3. Hasil pemetaan kompetensi teknis yang telah dilaksanakan melalui pilot
project belum terintegrasi secara optimal sebagai dasar utama dalam
merancang desain pengembangan kompetensi dan manajemen karier
yang berkelanjutan

4. Belum adanya Human Capital Development Strategy (HCDS) yang
komprehensif untuk mengarahkan pengembangan kompetensi teknis
khusus pejabat fungsional Analis SDM Aparatur agar selaras dengan visi
reformasi birokrasi dan manajemen talenta ASN di Badan Kepegawaian

Negara.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah
dijelaskan sebelumnya, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kompetensi teknis Jabatan Fungsional Analis SDM
Aparatur saat ini di lingkungan Badan Kepegawaian Negara ?

2. Bagaimana strategi Human Capital Development yang tepat untuk
mengoptimalkan kompetensi teknis Jabatan Fungsional Analis SDM

Aparatur di Badan Kepegawaian Negara?
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D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Untuk menganalisis kondisi kompetensi teknis Jabatan Fungsional Analis
SDM Aparatur di Badan Kepegawaian Negara.

Untuk merumuskan strategi Human Capital Development yang tepat
dalam pengembangan kompetensi teknis Jabatan Fungsional Analis

SDM Aparatur di Badan Kepegawaian Negara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian strategi pembinaan berkelanjutan

dalam mengembangkan kapasitas Analis SDM Aparatur agar mampu

menjalankan peran strategis pasca transformasi jabatan fungsional adalah:

1.

Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi kajian
empiris mengenai kondisi kompetensi teknis dan strategi Human Capital
Development dalam mengoptimalkan kompetensi Jabatan Fungsional
Analis SDM Aparatur serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian
selanjutnya khususnya bagi penelitian dengan topik human capital dan

kompetensi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Badan Kepegawaian Negara
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam
memahami kondisi kompetensi teknis Jabatan Fungsional Analis
SDM Aparatur serta merumuskan strategi Human Capital
Development yang komprehensif, berbasis data, dan sesuai
kebutuhan jabatan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas
pengembangan kompetensi teknis pejabat fungsional Analis SDM
Aparatur.

b. Bagi Instansi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi
pembina dalam menyusun kebijakan dan strategi pengembangan

kompetensi ASN yang digunakan secara nasional.
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c. Bagi Analis SDM Aparatur
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang
lebih komprehensif mengenai metode yang digunakan dalam
pengembangan kompetensi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan
dapat menjadi acuan dalam merencanakan pengembangan
kompetensi secara mandiri atau self-learning, sehingga aparatur
mampu beradaptasi dalam memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan

aparatur di Indonesia.
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A. Kesimpulan

Hasil analisis mendalam terhadap data kualitatif yang bersumber dari

wawancara dan studi dokumen menjadi dasar dalam perumusan simpulan

penelitian ini. Simpulan tersebut disajikan untuk menjawab dua pertanyaan utama

penelitian sebagai berikut:

1.

Kompetensi teknis Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur di Badan
Kepegawaian Negara belum berkembang secara merata. Kondisi tersebut
terlihat dari masih adanya kesenjangan pemahaman terhadap pergeseran
peran Analis SDM Aparatur dari fungsi administratif menuju fungsi analitis dan
strategis, variasi kemampuan teknis antarpegawai, ketimpangan akses
pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran yang belum sepenuhnya
mengukur perubahan kompetensi aktual dan kontribusi terhadap kinerja
jabatan. Hasil analisis menggunakan lima komponen human capital menurut
Mayo (2000) menunjukkan bahwa kondisi kompetensi teknis dipengaruhi oleh
individual capability, individual motivation, the organisational climate,
workgroup effectiveness, dan leadership. Komponen leadership memiliki
peran penting dalam menentukan arah pengembangan, memberikan arahan,
membuka akses pembelajaran, mendorong coaching dan mentoring, serta
memberikan umpan balik kinerja. Sementara itu, iklim organisasi, efektivitas
kelompok kerja, motivasi individu, dan kapabilitas individu menjadi faktor
pendukung yang perlu diperkuat agar pengembangan kompetensi teknis
dapat berjalan lebih terarah, merata, dan berkelanjutan.

Strategi yang tepat untuk mengoptimalkan Human Capital Development
Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur di BKN adalah strategi yang bersifat
terpadu, berbasis kebutuhan kompetensi, dan dapat diimplementasikan
secara operasional. Hasil sintesis melalui Matriks TOWS menghasilkan
strategi inti berupa penetapan pimpinan sebagai learning leader, penyusunan
competency dashboard, penyusunan individual learning roadmap,
institusionalisasi budaya belajar melalui knowledge management, integrasi

pembelajaran dengan kinerja dan manajemen talenta, penguatan tim lintas

165



fungsi dan komunitas praktik, pengembangan program bridging competency,
pelaksanaan pelatihan teknis wajib berdasarkan hasil analisis kebutuhan,
serta penguatan tata kelola kesinambungan Human Capital Development.
Strategi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi kompetensi teknis tidak
cukup dilakukan melalui pelatihan formal atau pemenuhan jam pelajaran,
tetapi perlu didukung oleh sistem pengembangan yang berbasis data,
berorientasi pada standar kompetensi jabatan, terhubung dengan kinerja, dan
dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan individu, jabatan, dan

organisasi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian yang telah diuraikan, berikut disampaikan
saran yang bersifat praktis dan aplikatif. Saran ini ditujukan kepada praktisi di Badan
Kepegawaian Negara serta kepada akademisi sebagai referensi untuk
pengembangan kajian pada masa mendatang.

1. Saran bagi Badan Kepegawaian Negara

Berikut tiga saran hasil dari penelitian yang dapat diterapkan oleh Badan

Kepegawaian Negara:

a. Penguatan tata kelola melalui regulasi mengenai Pedoman Teknis Human
Capital Development Plan (HCDP) khusus Jabatan Fungsional Analis SDM
Aparatur, yang mewajibkan pelaksanaan pilot project pemetaan kompetensi
lanjutan dan penyusunan Individual Learning Roadmap.

b. Mewajibkan indikator coaching dan mentoring sebagai Indikator Kinerja
Utama (IKU) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dalam penyusunan Sasaran
Kinerja Pegawai, guna melembagakan peran pimpinan sebagai learning
leader.

c. Pembangunan fitur Competency Dashboard yang terintegrasi langsung ke
dalam SIASN dan e-Kinerja yang sudah ada, sehingga data kesenjangan
(gap) kompetensi dapat digunakan secara real-time untuk pengambilan
keputusan rotasi, mutasi, dan pembentukan tim lintas fungsi (squad team).

2. Bagi Akademisi
a. Mengembangkan penelitian lanjutan dengan menggunakan pendekatan

kuantitatif atau mixed-methods guna menguji secara statistik tingkat
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signifikansi pengaruh leadership dan budaya belajar terhadap peningkatan
Indeks Profesionalitas (IP) ASN.

Melakukan studi komparatif mengenai implementasi Human Capital
Development antara BKN Pusat, Kantor Regional, dan instansi pengguna

lainnya untuk melihat dinamika dan hambatan praktik di berbagai wilayah.
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